
a. bahwa hak setiap warga · negara untuk mendapatkan 
pelindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan 
atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat 
manusia merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

b. bahwa kekerasan seksual semakin marak terjadi di 
masyarakat dan menimbulkan dampak luar biasa kepada 
korban yang meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, 
ekonomi, dan sosial hingga politik; 

c. bahwa dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika 
korban merupakan bagian dari masyarakat yang marginal 
secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang 
berstatus kelompok rentan, seperti anak dan kaum 
perempuan; 

d. bahwa dalam rangka mewujudkan kehadiran Negara 
· melalui Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan 

pelayanan terpadu penanganan, perlindungan, dan 
pemulihan kekerasan seksual terhadap perempuan dan 
anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak 
Pidana Kekerasan Seksual, perlu membentuk Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan 
Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan · Perlindungan 
Anak Kabupaten Kendal; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, 
Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 
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dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak 
Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6792); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6867); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 
12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3079); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran 
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Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 95 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2021 Nomor 95); 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kendal. 

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Kendal. 

5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang 
selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal. 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 

UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 

tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 
dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah 
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unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang 
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang di bidang perlindungan 
perempuan dan anak.  

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang 
Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang 

dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 
dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. 

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan 

Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam 
jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai 
kelompok sesuai keahliannya. 

10. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan 
peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang 

terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial 
dan budaya masyarakat. 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA. 

(2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan UPTD Kelas B. 
 

BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI  

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 3 
 

UPTD PPA dipimpin oleh Kepala UPTD, yang dalam 
melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

 

Bagian Kedua 

Tugas 

Pasal 4 
 

UPTD PPA mempunyai tugas membantu Dinas dalam 
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan 

teknis penunjang dalam memberikan pelayanan kepada 

perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, 
diskriminasi, pelindungan khusus, dan masalah lainnya 

terkait pelindungan perempuan dan anak. 
 

Bagian Ketiga 

Fungsi 

Pasal 5 
 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 4, UPTD PPA mempunyai fungsi: 

a. pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, 

pengelolaan kasus, dan penampungan sementara, yang 
meliputi: 

1. penyiapan rencana kerja dan anggaran dalam sub 
fungsi pengaduan; 

2. penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat; 

3. penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak 
langsung; 

4. pengelolaan kasus; 

5. perlindungan korban di penampungan sementara; dan 

6. penyiapan bahan evaluasi, monitoring, dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan. 

b. mediasi dan pendampingan korban, yang meliputi: 

1. penyiapan rencana kerja dan anggaran dalam 
pelaksanaan sub fungsi tindak lanjut; 

2. pelaksanaan mediasi; 

3. pelaksanaan hukum pada saat proses diversi, restitusi, 
dan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum 

lainnya; 

4. pelaksanaan pendampingan korban; 

5. pelaksanaan pemulangan korban; dan 

6. penyiapan bahan evaluasi, monitoring, dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan; 

c. pelaksanaan urusan administrasi umum, 
ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, 
dokumentasi, kearsipan, perlengkapan/aset, dan rumah 

tangga UPTD PPA;  

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD PPA; 
dan  

e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh 

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi unit 
kerjanya. 

BAB IV 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 6 
 

 

(1) Susunan organisasi UPTD PPA terdiri dari : 

a. Kepala UPTD PPA; 

b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;  

 (2) Bagan susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
 

BAB V 

RINCIAN TUGAS 

Kepala UPTD PPA 

Pasal 7 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Kepala UPTD PPA 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, 
mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 

a. menyusun rencana dan program kegiatan UPTD PPA 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil 
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;  

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 

terkait baik vertikal maupun horizontal untuk 
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka 

sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya 
guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

d. melaksanakan pelayanan pengaduan bagi masyarakat 

perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, 
diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain 

berbasis Gender;  

e. melaksanakan pelayanan informasi mengenai kekerasan, 
diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain 
terhadap perempuan dan anak berbasis Gender;  

f. melaksanakan pelayanan penjangkauan terhadap 

perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, 
diskriminasi, perlindungan khusus,dan masalah lain 

berbasis Gender;  

g. melaksanakan pelayanan penanganan dan pengelolaan 
kasus perempuan dan anak yang mengalami masalah 
kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan 

masalah lain berbasis Gender;  

h. pelayanan koordinasi dan fasilitasi penampungan 
sementara bagi perempuan dan anak yang mengalami 

masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, 
dan masalah lain berbasis Gender;  

i. pelaksanaan fasilitasi dan mediasi kasus kekerasan, 
diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain 

berbasis Gender;  

j. melaksanakan pendampingan dan advokasi terhadap 
perempuan dan anak serta keluarganya yang mengalami 

kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan 
masalah lain berbasis Gender;  

k. pelaksanaan fasilitasi, komunikasi, informasi, dan edukasi 
dalam pengelolaan kasus kekerasan, diskriminasi, 

perlindungan khusus, dan masalah lain berbasis Gender 
pada lokus;  

l. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemulihan 

perempuan dan anak korban kekerasan, diskriminasi, 
perlindungan khusus, dan masalah lain berbasis Gender;  

m. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peningkatan 
layanan penanganan terhadap perempuan dan anak yang 

mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, 
perlindungan khusus, dan masalah lain berbasis Gender; 

n. koordinasi dan sinkronisasi teknis layanan penanganan 

terhadap perempuan dan anak yang mengalami masalah 
kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan 
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masalah lain berbasis Gender dengan berbagai lembaga 
dan institusi layanan;  

o. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi partisipasi 

masyarakat dalam penanganan terhadap perempuan dan 
anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, 
perlindungan khusus, dan masalah lain berbasis Gender; 

p. pendataan dan pengelolaan sistem informasi pelaporan 

dan pengaduan tentang kekerasan, diskriminasi, 
perlindungan khusus, dan masalah lain yang dialami 

perempuan dan anak berbasis Gender;  

q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan UPTD 
PPA dengan cara mengukur pencapaian program kerja 
yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan 

tindak lanjut;  

r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi 

pelaksanaan kegiatan; dan 

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan 
baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar 
kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari 

penyimpangan. 
 

BAB VI 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 8 
 

(1) Kepala UPTD PPA dan Pejabat Fungsional diangkat dan 
diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kepala UPTD PPA adalah Jabatan Pengawas/Jabatan 
Struktural eselon IVb. 

(3) Selain Kepala UPTD PPA dan Pejabat Fungsional, pada 
UPTD PPA terdapat pelaksana. 

(4) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan Jabatan 
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis 

beban kerja. 
 

BAB VII 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 9 
 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan 

keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang 
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional yang 

ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab 
kepada Kepala UPTD PPA. 

 

Pasal 10 
 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah pejabat fungsional 
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yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keahliannya. 

(2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VIII 

TATA KERJA 

Pasal 11 
 

(1) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD PPA dan 
kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar satuan 

organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi 
lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas 
masing-masing. 

(3) Kepala UPTD PPA mengawasi bawahannya, apabila terjadi 

penyimpangan harus mengambil  langkah-langkah yang 
diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang 

undangan. 

(4) Dalam hal setelah dilakukan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) terjadi penyimpangan, pimpinan 
unit organisasi mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

(5) Kepala UPTD PPA bertanggung jawab memimpin dan 

mengoordinasikan bawahan masing-masing dan 
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas bawahannya. 

(6) Kepala UPTD PPA mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyiapkan 
laporan berkala tepat pada waktunya. 

(7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD PPA dari 

bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai 
bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan. 

(8) Pejabat Fungsional dan pelaksana menyampaikan laporan 

kepada Kepala UPTD PPA, kemudian berdasarkan laporan 
tersebut Kepala UPTD PPA menyusun laporan berkala 

kepada Kepala Dinas. 

(9) Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, wajib 
menyampaikan tembusan kepada unit organisasi lain yang 
secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 
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